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HAKEKAT WARGA NEGARA

= Warga negara diartikan sebagai warga suatu negara yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

= Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan
dengan warga negara.

= Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk
memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui
permohonan.



Menurut UU No. |2 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.
Orang yang menjadi warga negara indonesia (VWNI) adalah:

.
2.
3.

setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah VWNI dan ibu warga
negara asing (VWNA), atau sebaliknya

anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak
memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan
kewarganegaraan kepada anak tersebut

anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari
perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang VNI

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI



7. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

8. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah megara Republik Indonesia
selama ayah dan ibunya tidak diketahui

9. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya
tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

10. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI,
yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

I'l. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

12. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh
seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
tersebut berusia |8 tahun atau belum kawin



Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi :

anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan
belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing

anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai
anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan

anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat
tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan
Indonesia

anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah
menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.



UNSUR PENENTU KEWARGANEGARAAN

lus Soli (Tempat Kelahiran)

lus Sanguinis (Keturunan)

Naturalisasi (Pewarganegaraan)




|lUS SOLI (TEMPAT KELAHIRAN)

= lus Soli (Menurut Tempat Kelahiran) yaitu; Penentuan status
kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia
dilahirkan.

= Seseorang yang dilahirkan di negara A maka ia menjadi warga
negara A, walaupun orang tuanya adalah warga negara B.

= Asas ini dianut oleh negara Inggris, Mesir, Amerika dll



JUS SANGUINIS (KETURUNAN)

= lus Sanguinis (Menurut Keturunan/Pertalian Darah) yaitu;
Penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan
keturunan dari negara mana seseorang berasal.

= Seseorang yg dilahirkan di negara A, tetapi orang tuanya warga
negara B, maka orang tersebut menjadi warga negara B.

= Dianut oleh negara RRC



NATURALISASI (PEWARGANEGARAAN)

= Naturalisasi Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat
menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan.

= Syarat dan prosedur pewarganegaraan ini di berbagai negara
dapat berbeda, menurut kebutuhan yang dipengaruhi oleh
kondisi dan situasi negara masing-masing.

= Diindonesia, dikenal naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa.



SYARAT NATURALISASI BIASA (UU 12/2006)
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Telah berusia 21 Tahun

Lahir di wilayah Rl / bertempat tinggal yang paling akhir min. 5 thn berturut-turut
atau |10 tahun tidak berturut-turut

Apabila ia seorang laki-laki yg sdh kawin, ia perlu mendpt persetujuan istrinya
Dapat berbahasa Indonesia
Sehat jasmani & rokhani

Bersedia membayar kepada kas negara uang sejumlah Rp.500 sampai 10.000
bergantung kepada penghasilan setiap bulan

Mempunyai mata pencaharian tetap

Tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan
atau kehilangan kewarganegaraan RI



SYARAT NATURALISASI ISTIMEWA (UU 12/2006)

= Naturalisasi Istimewa Naturalisasi ini dapat diberikan bagi mereka
(warga asing) yang telah berjasa kepada negara Rl dengan penyataan
sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh
negara Rl



PERMASALAHAN DALAM PEWARGGANEGARAAN

|.Apatride adalah Seseorang yang tidak memiliki status
kewarganegaraan Contoh : Seorang keturunan bangsa A (lus Soli)
lahir di negara B (lus Sanguinis) Maka orang tsb bukan warga
negara A maupun warga negara B

2. Bipatride adalah Seseorang yang memiliki kewarganegaraan
rangkap Contoh : Seorang keturunan bangsa C (lus Sanguinis)
lahir di negara D (lus Soli). Sehingga karena ia keturunan negara
C, maka dianggap warga negara C, tetapi negara D juga
menganggapnya sebagai warga negara,karena ia lahir di negara D



Multipatride : Seseorang yang memiliki 2 atau lebih kewarganegaraan
Contoh : Seorang yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status
kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima
kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM KONSTITUSI

= Pasal 26 ayat (|) : Warga negara adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara

= Pasal 26 ayat (3) : syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan
ditetapkan dengan UU.

= Pasal 27 ayat (1) : segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

= Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.



= Pasal 27 ayat (3) : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
upaya pembelaan negara.

= Pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan UU.

= Pasal 28A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.

= Pasal 28E ayat (l) : setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkan nya, serta berhak kembali.



= Pasal 28E ayat (2): setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

= Pasal 28E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

= Pasal 30 ayat (I|) : setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.



KARAKTERISTIK WARGA NEGARA YANG DEMOKRATIS

|. Rasa hormat dan tanggung jawab

2. Bersikap kritis

3. Membuka diskusi dan dialog
4. Bersikap terbuka

5. Rasional

6. Adil
7. Jujur



